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TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM PENDAFTARAN TANAH 
SECARA SPORADIK DI KABUPATEN MOROWALI 
 
ROSA SULISTIATI / D 101 09 553 
 
 
  ABSTRAK 
Tulisan ini berjudul tinjauan hukum terhadap sistem pendaftaran tanah 
secara sporadik di Kabupaten Morowali, dengan identifikasi masalah proses/ 
pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali dan 
Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat Dalam melakukan Pendaftaran Tanah 
Secara Sporadik di Kabupaten Morowali. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di 
Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Morowali dan Hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya 
untuk mengatasi masalah yang timbul dalam Sistem Pendaftaran Tanah 
Secara Sporadik Di Kabupaten Morowali. 
Lokasi penelitian ini bertempat di kantor pertanahan di Kabupaten 
Morowali dengan metode penelitian hukum empirik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Proses pendaftaran tanah secara sporadik dapat 
dilaksanakan dengan mengajukan permohonan langsung kepada kantor 
pertanahan pada loket pendaftaran dengan membayar biaya administrasi serta 
menyerahkan (melampirkan) persyaratan antara lain surat ketarangan 
penguasaan tanah/surat Penyerahan , surat pernyataan ahli waris, foto kopy 
KTP, foto kopy kartu kluarga, foto kopy SPPT dan PBB dua tahun berjalan, 
materai Rp. 6.000,- serta surat permohonan format dari kantor pertanahan. 
Hambatan yang dihadapi kantor pertanahan Kabupaten Morowali dalam 
pendaftaran tanah secara sporadik, dapat sebagai hambatan internal dan 
eksternal. Hambatan itu terdiri dari tidak adanya surat-surat yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan pendaftarannya, dan kurangnya akses atau pengetahuan 
masyarakat akan prosesdural pelaksanaan pendaftaran tersebut. 
 
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Secara Sporadik. 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Selain hal tersebut ditinjau dari aspek 
ekonomi tanah merupakan asset yang tidak 
akan habis dan turun nilai ekonomisnya justru 
sebaliknya akan terus meningkat. Bahkan 
dalam konteks hukum adat tanah merupakan 
tempat bersemayangnya roh-roh nenek 
moyang. Sedangkan dalam perspektif dewasa 
ini tanah merupakan tempat melansungkan 
hidup dan kehidupan manusia, bahkan dengan 
tanah pula kita akan kembali pada saat 
seseorang meninggal dunia. Sehingga tepat 
penegasan yang dikemukakan oleh K. Wantjik 
Saleh bahwa;  
“tanah sangat erat sekali hubungnya dengan 
kehidupan manusia. Setiap orang tentu 
memerlukan tanah, bahkan bukan hanya 
dalam kehidupannya, untuk matipun 
manusia masih memerlukan sebidang 
tanah”1.  
Dalam kondisi demikian kebutuhan akan 
tanah semakin bertambah meningkat seiring 
dengan pertumbuhan penduduk dan 
meningkatnya aktivitas pembangunan, 
sementara tanah tidak pernah bertambah 
jumlahnya, sehingga persediaan tanah semakin 
sempit dan terbatas. Maka tidak 
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mengherankan jika dari tahun ketahun harga 
tanah semakin meningkat tinggi dengan 
berbagai persoalan hukum dalam masyarakat. 
Sehingga tepatlah sinyalemen dari Sunarjati 
Hartono yang menegaskan; 
“Bahwa tanah bagi orang Indonesia 
merupakan masalah yang paling pokok 
dapat pula kita konstatir dari banyaknya 
perkara-perkara perdata maupun pidana 
yang diajukan ke pengadilan, yang berkisar 
90% (kalau tidak lebih) dari perkara waris 
menyangkut soal tanah dan rumah. Belum 
lagi terhitung perkara-perkara utang 
piutang dimana tanah menjadi jaminan 
hutang, serta perkara-perkara 
penganiayaan, pencurian atau perbuatan 
melawan hukum yang bermula pada 
sengketa mengenai tanah”2.  
Sinyalemen tersebut, telah semakin 
membuktikan bahwa keberadaan tanah sangat 
penting dan memegang peran sentral dalam 
kehidupan manusia di seluruh permukaan 
bumi. Tidak terkecuali dengan keadaan 
masyarakat Indonesia yang kehidupan 
masyarakatnya masih bercorak agraris. 
Sehingga masyarakat yang demikian tanah 
merupakan sumber penghidupan bagi 
keluarganya. Dalam kondisi yang demikian, 
tanah akan menjadi sumber produksi yang 
akan dipertahankan kelangsungan hidup 
keluarga. Soedjarwo Soeromihardjo 
menegaskan bahwa;  
“Bahwa tanah merupakan salah satu 
sumber daya alami penghasil barang dan 
jasa, merupakan kebutuhan yang hakiki dan 
berfungsi sangat esensial bagi kehidupan 
dan penghidupan manusia, bahkan 
menentukan peradaban sesuatu bangsa. 
Peradaban itu akan berlangsung 
kebesarannya selama bangsa itu 
menggunakan tanahnya secara bijaksana” 3. 
Oleh karena itu, hubungan antara 
manusia dengan tanah khususnya dan 
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umumnya masyarakat dengan tanah 
merupakan hubungan yang hakiki. Dalam 
hubungan antara manusia dengan tanahnya 
bersifat hakiki tersebut merupakan hubungan 
penguasaan dan penggunaan tanah untuk 
memperoleh manfaat dalam memenuhi 
kebutuhan untuk melansungkan kehidupan 
masyarakat itu sendiri. Kedudukan tanah yang 
demikian pentingnya dalam kehidupan 
manusia, dengan pemanfaatan yang berbeda 
sesuai kebutuhan masing-masing pemiliknya, 
tentunya akan rentan dengan terjadinya 
benturan kepentingan diantara pemilik. 
Menurut Muchtar Wahid bahwa; 
“Komplik kepentingan masyarakat diatas 
sebidang tanah hanya bisa diselesaikan 
dengan baik apabila kebijakan 
pembangunan diatas tanah itu dirasakan 
menguntungkan semua pihak. Berbagai 
komplik kepentingan mengindikasi adanya 
ketidakpastian hubungan penguasaan antara 
manusia dengan tanah, sedangkan ketidak 
pastian itu merupakan hal yang mendasar 
untuk mengembangkan kehidupan dan 
penghidupannya”4.  
Pendaftaran tanah merupakan upaya 
pemerintah kepada masyarakat untuk 
mendapatkan perlindungan hukum hak atas 
tanah dan bangunan yang dimiliki oleh setiap 
masyarakat di Indonesia. Dengan melakukan 
pendaftaran tanah yang diklaim sebagai hak 
milik seseorang, maka tanah tersebut akan 
mendapatkan pengakuan kepemilikan secara 
formal dari Negara, mendapatkan status 
hukum yang jelas dari kepemilikan tanah dan 
bangunan serta oleh Negara diberikan jaminan 
dan perlindungan hukum. Pendaftaran tanah 
merupakan suatu hal yang harus dilakukan 
oleh masyarakat yang memiliki dan atau 
menguasai tanah untuk mendapatkan jaminan 
dan kepastian hukum mengenai status dari 
kepemilikan tanah dan bangunan. Menurut 
Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(akan disebut UUPA) menegaskan bahwa; 
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Untuk menjamin kepastian hukum oleh 
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut 
dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi: 
a. pengukuran, perpetaan dan pembukaan 
tanah; 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan 
peralihan hak-hak tersebut; 
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Demikian pula halnya dalam pengalihan 
hak atas tanah baik dalam bentuk jual beli 
tanah, tukar menukar dan atau bentuk lainnya 
yang perlu didaftarkan. Hal ini merupakan 
bentuk keseriusan pemerintah untuk 
memberikan status dan perlindungan hukum 
terhadap masyarakat pemilik hak atas tanah, 
maka di undangkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
Tanah, yang kemudian kembali 
disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (selanjutnya akan disebut PP Nomor 24 
Tahun 1997). Dalam bagian menimbang huruf 
b PP Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan 
bahwa; “Pendaftaran tanah yang 
penyelenggaraannya oleh UU Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria ditugaskan kepada pemerintah, 
merupakan sarana dalam memberikan jaminan 
kepastian hukum yang dimaksud”. 
Pendaftaran hak atas tanah dimaksudkan 
adalah untuk memenuhi Asas Publisitas dan 
Asas Spesilitif, agar terhadap tanah yang telah 
dilakukan pendaftaran diketahui oleh orang 
lain mengenai status dari tanah tersebut, 
sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab 
tidak semena-mena melakukan suatu tindakan 
hukum baik berupa penyorobotan dan ataupun 
pendudukan (okupasi ilegal). Banyaknya 
timbul permasalah hukum mengenai sengketa 
hak atas tanah, karena tanah telah berkembang 
menjadi salah satu sumber ekonomi penting 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi 
demikian tanah akan menjadi sumber komplik 
dimasyarakat karena tidak seimbang antara 
kebutuhan dengan ketersediaan tanah. Maka 
untuk memberikan perlindungan hukum 
kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, 
pemerintah melakukan langkah-langkah 
konkrit dengan cara melakukan pendaftaran 
tanah-tanah hak masyarakat. Namun karena 
luasnya dan keterbatasan sumber dana dan 
tenaga, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh 
pemerintah masih sangat terbatas jumlahnya. 
Keterbatasan pemerintah dalam 
melakukan pendaftaran tanah-tanah 
masyarakat dengan program Prona-nya, 
pemerintah juga memberikan peluang kepada 
masyarakat untuk mendaftarkan sendiri tanah 
haknya bagi yang berkepentingan. Dalam 
melakukan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, 
pemerintah melaksanakan dengan dua cara 
yaitu dengan cara sistematik dan cara 
sporadik. Pendaftaran tanah yang dilakukan 
dengan menjalankan program pemerintah 
disebut dengan pendaftaran tanah secara 
sistematik. Sedangkan bagi masyarakat yang 
belum terdaftarkan tanahnya dengan program 
pemerintah tersebut dapat melakukan sendiri 
pendaftarannya atas inisiatif dari masyarakat 
yang berkepentingan atau sering disebut 
dengan pendaftaran tanah secara sporadik. 
Demikian pula pendaftaran tanah di 
Kabupaten Morowali, pemerintah kabupaten 
belum sepenuhnya dapat melakukan 
pendaftaran tanah masyarakat secara 
sistematik sehingga masih banya tanah-tanah 
masyarakat yang belum terdaftar. Sementara 
masyarakat yang tanahnya belum terdaftar 
sangat membutuhkan pendaftaran terhadap 
tanahnya agar mendapatkan status hak dan 
kepemilikannya. Maka untuk mendapatkan 
jaminan kepastian hukum bagi tanah yang 
belum didaftar secara sistematik, maka 
masyarakat dapat melakukan pendaftaran 
tanah secara sporadik.  
Tak kala pentingnya dalam pendaftaran 
sporadik demi mendapatkan jaminan hukum 
atas hak tanah yang sudah dikuasai secara 
turun temurun. Maka untuk mengetahui hal 
tersebut sehingga penulis mengangkat judul 
“Sistem pendaftaran tanah secara sporadik di 
Kabupaten Morowali” 
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Berkenaan dengan latar belakang diatas, 
maka rumusan masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses/pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten 
Morowali? 
2. Apa Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat 
Dalam melakukan Pendaftaran Tanah 
Secara Sporadik di Kabupaten Morowali? 
 
II. PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara 
Sporadik Di Kabupaten Morowali 
Kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah 
merupakan salah satu tujuan dari UUPA yang 
akan memberikan tanda bukti pemilikan hak 
atas tanah bagi masyarakat. Terhadap hak-hak 
atas tanah yang telah daftarkan, akan diberikan 
tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai upaya 
pemerintah untuk memberikan perlindungan 
hokum atas hak-hak atas tanah yang dimiliki 
masyarakat merupakan tugas pemerintah 
sebagai bagian dari hak menguasai. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan oleh Mhd. Yamin 
Lubis dan Abd. Rahum Lubis bahwa; 
“Pemberian jaminan kepastian hukum 
terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat 
seluruhnya merupakan salah satu tujuan 
pokok UUPA yang tidak bisa ditawar lagi, 
sehingga Undang-undang mengistruksikan 
kepada pemerintah untuk mengadakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah 
Indonesia yang bersifat rechtskadaster 
artinya yang bertujuan menjamin kepastian 
hukum dan kepastian haknya”5. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah yang 
dilakukan secara bertahap tentunya 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Indonesia yang demikian luasnya 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan 
berlaku (UUPA). Oleh karena pelaksanaan 
pendaftaran tanah tidak dapat secara 
keseluruhan dilaksanakan dalam waktu yang 
singkat, sementara masyarakat ada yang 
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sangat membutuhkan pelaksanaannya, maka 
pemerintah dapat melaksanakan pendaftaran 
tanah secara sporadik bagi yang 
membutuhkannya. Hal ini sebagaimana 
ditegaskan Muchtar Wahid bahwa; 
“Dengan memperhatikan kemampuan 
pemerintah, maka pelaksanaannya 
dilakukan secara bertahap. Sebagaimana 
langka awal, dilakukan pengukuran desa 
demi desa untuk memenuhi ketersedian 
peta dasar pendaftaran yang memuat titik 
dasar tehnik dan unsure-unsur geografis 
serta data fisik bidang-bidang tanah. Pada 
wilayah yang belum dilakukan pendaftaran 
tanah secara sistematik, peta dasar 
pendaftaran sangat diperlukan untuk 
mngidentifikasi dan menetapkan letak 
tanah yang akan didaftarkan secara 
sporadic, dan selanjutnya menjadi dasar 
untuk pembuatan peta pendaftaran”6.  
Kondisi sebagaimana ditegaskan diatas, 
terjadi diseluruh wilayah RI. karena yang 
menentukan lokasi pendaftaran tanah 
ditentukan BPN dilingkungan wilayah 
Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan 
usulan kepada Menteri Agraria/Ka BPN RI. 
Demikian pula halnya Kabupaten Morowali 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
dilaksanakan dengan dua bentuk pendaftaran 
tanah baik secara sistematik maupun secara 
sporadik. Walaupun oleh pemerintah 
pelaksanaan pendaftaran tanah secara 
sistematik akan diutamakan namun karena 
keterbatasan- keterbatasan dalam pendanaan, 
sehingga tidak menutup kemungkinan 
pelaksanaan pendaftaran secara sporadik akan 
lebih banyak dilakukan dalam suatu daerah. 
Pendaftaran tanah secara sporadik di 
Kabupaten Morawali banyak dilakukan 
masyarakat disebabkan kebutuhan akan 
kepastian hukum dan hak atas tanah sangat 
diperlukan. Apalagi sebagai suatu Kabupaten 
yang baru terbentuk tentunya pembangunan 
fisik sangat padat diberbagai bidang. Kondisi 
demikian akan memicu pula pemanfaatan 
tanah yang demikian besar, sehingga akan 
berpengaruh terhadap kebutuhan akan 
kepastian hukum dan hak atas tanah 
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dimasyarakat. Sementara pendaftaran 
sistematik belum ada kabar kapan 
pelaksanaan, sehingga banyak masyarakat 
mengambil inisiatif sendiri untuk 
mendaftarankan tanahnya dengan secara 
sporadik demi kepastian hukum dan kepastian 
haknya. Apalagi tanahnya diperoleh dengan 
cara membeli dari masyarakat, sehingga 
sangat diperlukan jaminan kepastian 
hukumnya. Hal ini sebagaiman ditegaskan 
oleh Ungke bahwa; 
“Sertifikat tanah sangat penting artinya 
bagi saya pribadi, sebab dengan sertifikat 
tanah yang dimiliki akan lebih aman, sebab 
sertifikat akan lebih memperjelas asal usul 
perolehan tanah tersebut. Sertifikat akan 
menentukan secara jelas luas tanah, batas-
batas tanah, serta letaknya, sehingga orang 
yang akan mengganggu akan berfikir 
berkali-kali, maka dari itu tanah yang saya 
beli secepatnya saya sertifikatkan tanpa 
menunggu prona yang belum jelas 
waktunya. Apa lagi tanah yang 
perolehannya dengan jual beli sehingga 
dibutuhkan jaminan kepastian hukumnya”7.  
Kondisi sebagaimana ditegaskan diatas, 
terjadi diseluruh wilayah RI. karena yang 
menentukan lokasi pendaftaran tanah 
ditentukan BPN dilingkungan wilayah 
Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan 
usulan kepada Menteri Agraria/Ka BPN RI. 
Demikian pula halnya Kabupaten Morowali 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
dilaksanakan dengan dua bentuk pendaftaran 
tanah baik secara sistematik maupun secara 
sporadik. Walaupun oleh pemerintah 
pelaksanaan pendaftaran tanah secara 
sistematik akan diutamakan namun karena 
keterbatasan- keterbatasan dalam pendanaan, 
sehingga tidak menutup kemungkinan 
pelaksanaan pendaftaran secara sporadik akan 
lebih banyak dilakukan dalam suatu daerah. 
Pendaftaran tanah secara sporadik di 
Kabupaten Morawali banyak dilakukan 
masyarakat disebabkan kebutuhan akan 
kepastian hukum dan hak atas tanah sangat 
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diperlukan. Apalagi sebagai suatu Kabupaten 
yang baru terbentuk tentunya pembangunan 
fisik sangat padat diberbagai bidang. Kondisi 
demikian akan memicu pula pemanfaatan 
tanah yang demikian besar, sehingga akan 
berpengaruh terhadap kebutuhan akan 
kepastian hukum dan hak atas tanah 
dimasyarakat. Sementara pendaftaran 
sistematik belum ada kabar kapan 
pelaksanaan, sehingga banyak masyarakat 
mengambil inisiatif sendiri untuk 
mendaftarankan tanahnya dengan secara 
sporadik demi kepastian hukum dan kepastian 
haknya. Apalagi tanahnya diperoleh dengan 
cara membeli dari masyarakat, sehingga 
sangat diperlukan jaminan kepastian 
hukumnya. Hal ini sebagaiman ditegaskan 
oleh Ungke bahwa; 
“Sertifikat tanah sangat penting artinya 
bagi saya pribadi, sebab dengan sertifikat 
tanah yang dimiliki akan lebih aman, sebab 
sertifikat akan lebih memperjelas asal usul 
perolehan tanah tersebut. Sertifikat akan 
menentukan secara jelas luas tanah, batas-
batas tanah, serta letaknya, sehingga orang 
yang akan mengganggu akan berfikir 
berkali-kali, maka dari itu tanah yang saya 
beli secepatnya saya sertifikatkan tanpa 
menunggu prona yang belum jelas 
waktunya. Apa lagi tanah yang 
perolehannya dengan jual beli sehingga 
dibutuhkan jaminan kepastian hukumnya”8.  
Sementara dalam pelaksanaan 
pendaftaran secara sporadik pelaksanaan tidak 
dibentuk panitia sebagaimana halnya dalam 
pendaftaran tanah sistematik, karena dalam 
pelaksanaan tidak direncanakan seperti 
pendaftaran tanah sistematik dan luas tanah 
yang didaftar juga relative kecil kecuali selain 
hak milik (misal HGU, HGB, Hak Pakai dan 
Hak Pengelolaan). Pelaksanaannya sesuai 
dengan permintaan dari masyarakat yang 
membutuhkan atau permohonan untuk 
mendapatkan perlindungan dan jaminan 
hukum terhadap tanah yang dikuasainya. 
Sehingga lokasinya tidak terletak dalam satu 
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hamparan luas sebagaimana dalam pendaftaran 
tanah secara sistematik. Pelaksanaannya 
bersifat sangat temporer karena berdasarkan 
permintaan dari orang perorangan. 
Sebagaimana ditegaskan oleh Urip Santoso 
bahwa; 
“Pada pendaftaran tanah secara sporadik, 
pemohon pendaftaran tanah baik yang 
bersifat individual (perseorangan) maupun 
massal (kolektif) menyiapkan dokumen-
dokumen yang dibutuhkan ,datang kekantor 
pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk 
mengajukan permohonan agar tanahnya 
didaftar (disertifikatkan), dan menanggung 
seluruh biaya yang dibebankan kepada 
pemohon”9. 
Pandangan diatas memberikan gambaran 
kepada kita, bahwa dalam pendaftaran tanah 
secara sporadik, pihak berkepentingan harus 
aktif dan bertanggung jawab atas segala 
kebutuhan biaya
10
 yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pendaftaran tersebut. Oleh karena, 
pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik 
segala pembiayaan ditanggung oleh 
pemohonnya, sehingga yang banyak 
melakukan pendaftaran tanah dalam bentuk ini 
kebanyakan dari golongan masyarakat 
menengah keatas. Hal ini disebabkan oleh 
kendala pembiayaan sehingga masyarakat dari 
kalangan kurang mampu sangat berharap pada 
pendaftaran tanah secara sistematik karena 
mendapat subsidi dari pemerintah. Selain itu 
masyarakat dari kalangan 
bawah/termarginalkan secara ekonomi, akses 
kepada kekuasaan sangat minim sehingga 
kalaupun ada keinginan melakukan 
pendaftaran hak atas tanahnya juga 
proseduralnya yang tidak diketahui. Apalagi 
dalam pendaftaran tanah sporadik 
proseduralnya melalui banyak meja yang bagi 
masyarakat marginal/(terpinggirkan secara 
ekonomi) akan sangat tidak dimengerti. 
Terutama bagi masyarakat yang tingkat 
pendidikannya masih rendah, berurusan 
dengan birokrasi sangatlah sulit.  
                                                          
9
Urip Santoso, Op Cit, hlm, 172. 
10
Biaya yang dimaksudkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
B. Hambatan Yang Dihadapi Masyarakat 
Dalam melakukan Pendaftaran Tanah 
Secara Sporadik di Kabupaten Morowali 
Pemerintah sebagai pelaksana 
pendaftaran tanah, jauh-jauh sebelumnya 
sudah mengakui sendiri adanya hambatan 
yang dihadapi dalam menjalankan tugas 
melaksanakan pendaftaran tanah. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan 
umum alinea 4 PP No 24 Tahun 1997 
ditegaskan bahwa;  
“Hal-hal yang merupakan kendala dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping 
kekurangan anggaran, alat dan tenaga, 
adalah keadaan obyektif tanah-tanahnya 
sendiri yang selain jumlahnya besar dan 
tersebar di wilayah yang luas, sebagian 
besar penguasaannya tidak didukung oleh 
alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh 
dan dapat dipercaya kebenarannya”. 
Penjelasan diatas merupakan tantangan 
yang harus dapat diatasi oleh Negara sebagai 
penguasa yang akan memberikan jaminan 
hukum terhadap hak-hak warga negaranya 
dalam kehidupan berbagsa dan berbegara. 
Keseriusan pemerintah dalam menjalankan 
kewajibannya sebagai penguasa untuk 
melaksanakan pendaftaran tanah dapat dilihat 
dari pelaksanaannya dari tahun ke-tahun 
melakukan pendaftaran tanah secara 
sistematik secara bertahap diseluruh wilayah 
Negara sesuai kemampuan dan ketersedian 
anggaran. Namun dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah secara sistematik yang 
merupakan tugas utama pemerintah belum 
dapat memenuhi seluruh kebutuhan 
masyarakat pemilik tanah, akan tetapi bagi 
masyarakat yang membutuhkan pendaftaran 
tanahhnya secara secapat tetapi pelaksanaan 
tanah secara sistematik belum dilaksanakan 
dapat melakukannya dengan pendaftaran tanah 
secara sporadik. 
Masyarakat yang membutuhkan 
pelaksanaan pendaftaran tanahnya secara 
cepat, namun belum ada pelaksanaan 
pendaftaran tanah sistematik dapat 
melakukannya dengan inisiatif sendiri secara 
sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik 
merupakan solusi atau jalan keluar yang 
berikan pemerintah kepada masyarakat yang 
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sangat berkepentingan untuk dilaksanakan 
pendaftaran tanahnya. Namun solusi yang 
diberikan kepada masyarakat yang 
membutuhkan segera pendaftaran tanahnya, 
juga bagi masyarakat masih terdapat 
hambatan. Hambatan dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah sporadik sebagaimana telah 
ditegaskan sebelumnya bahwa segala 
kebutuhan pembiayaan akan ditanggung 
seluruhnya oleh pemohon. Selain masalah 
pembiayaan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadic, ada hambatan lain yang tidak kala 
pentingnya untuk dicarikan solusinya adalah 
masalah alat bukti kepamilikan tanah dari 
masyarakat. Masalah pembuktian kepemilikan 
tanah oleh masyarakat sangat sulit, mengingat 
asal muasal perolehan hak atas tanah yang 
hanya berdasarkan hukum adat dimasing-
masing daerahnya. Hanya dengan bekal ijin 
dari penguasa atau ketua adat seorang anggota 
masyarakat hukum adat dapat membuka hutan 
dan dikuasai secara terus menerus akan 
berkembang menjadi hak milik pribadi. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan oleh Mhd. Yamin 
Lubis dan Abd. Rahim Lubis bahwa; 
Hak-hak atas tanah yang timbul dari 
proses yang secara terus menerus dikerjakan 
oleh masyarakat lalu dilagalkan penguasa 
kampung/kepala desa dengan pengakuan tanpa 
surat, sehingga terakhir lahir hubungan 
kepamilikan yang diakui oleh masyarakat 
sekawasan dan resmi menjadi milik seseorang 
yang diakui oleh masyarakat atau masyarakat 
dalam lingkungan adat tersebut
11
. 
Hal senada juga oleh ditegaskan Boedi 
Harsono bahwa; 
“Para anggota masyarakat hukum adat 
dapat leluasa untuk membuka 
mempergunakan tanah yang masuk dalam 
lingkungan wilayah masyarakat hukumnya. 
Tetapi untuk menjaga jangan sampai terjadi 
bentrokan dengan anggota lainnya, maka 
dalam pembukaan tanah harus 
memberitahukan terlebih dahulu kepada 
penguasa adatnya”12. 
                                                          
11
Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op 
Cit, hlm, 19. 
12
Boedi Harsono, Op Cit, hlm, 187. 
Mengenai perolehan hak milik atas 
tanah sebagaimana ditegaskan diatas 
mendapatkan legalitas dalam Pasal 22 UUPA, 
yang mengatur cara perolehan hak milik atas 
tanah bagi masyarakat Indonesia. Dalam 
UUPA sendiri diatur Cara perolehan hak milik 
atas tanah dapat terjadi karena; 
- menurut hukum adat; 
-  penetepan pemerintah, dan; 
-  karena ketentuan undang- undang. 
Pengakuan UUPA terhadap perolehan 
hak milik atas tanah menurut hukum adat 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 
UUPA diatas, sebenarnya merupakan suatu 
permasalahan mendasar yang dihadapi oleh 
kantor pertanahan dan masyarakat dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah 
masyarakat di seluruh wilayah Negara. 
Demikian pula dengan keberadaan tanah-tanah 
masyarakat di Kabupaten Morowali, yang cara 
perolehannya hampir secara keseluruhan 
berdasarkan hukum adat dengan cara 
membuka hutan secara langsung. Kondisi 
demikian sudah dapat dipastikan bahwa 
kepemilikan tanah masyarakat Kabupaten 
Morowali tidak ada yang mempunyai surat-
surat yang dibutuhkan dalam proses 
pendaftaran tanah, terkecuali tanah-tanah yang 
diperoleh dari transaksi melalui jual beli, 
biasanya akan dibuatkan akta jual beli (untuk 
Sulawesi Tengah terhadap tanah-tanah yang 
penguasaannya berdasarkan hak swapraja 
akan dibuatkan akta penyerahan). Sedangkan 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
dibutuhkan syarat-syarat formal sebagai dasar 
dalam pendaftarannya. Syarat formal 
dimaksud seperti akta jual beli bilamana tanah 
itu berasal dari jual beli, surat keterangan 
pemilikan tanah dari pemerintah setempat 
(Kepala Desa/Lurah) bilamana tanah dibuka 
langsung oleh pemiliknya.  
Penyelenggaraan pelaksanaan 
pendaftaran tanah di Kabupaten Morowali 
terdapat berbagai hambatan yang dihadapi 
oleh kantor pertanahan setempat yang dpat 
disebutkan sebagai berikut : 
a. Hambatan yang dihadapi oleh kantor 
pertanahan sendiri dapat diklasifikasi 
sebagai berikut : 
- Minimnya sarana prasrana;  
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- Sumber daya manusia; 
- Internet yang tidak stabil, dan lain 
sebagainya 
Hambatan-hambatan yang dihadapi 
oleh kantor pertanahan sendiri sebagaimana 
dikemukakan Kepala Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali 
bahwa; 
“Agar seluruh program kegiatan dapat 
terlaksana dengan baik, maka 
pelaksanaannya diperlukan sarana dan 
prasarana dan fasilitas pendukung. Salah 
satu dukungan yang mutlak adalah 
tersedianya sumber daya manusia yang 
mempunyai kemampuan memadai. 
Namun kondisi saat ini jumlah pegawai 
pada kantor pertanahan masih sangat 
kurang bahkan ada jabatan-jabatan 
penting yang lowong dan sangat 
berpengaruh pada pelaksanaan tugas 
pendaftaran tanah”13.  
b. Hambatan dari masyarakat antara lain : 
Masyarakat pemilik tanah tidak 
mempunyai tanda bukti pemilikan, hal ini 
sebagaimana ditegaskan di depan bahwa 
kebanyakan pemilik tanah tidak 
mempunyai tanda bukti kepemilikan karena 
tanah yang dikuasai merupakan hasil 
pembukaan hutan langsung. Sementara 
hambatan lainnya adalah kurangnya akses 
terhadap kekuasaan, hal ini berkaitan 
dengan ketidak tahuan terhadap procedural 
dalam pengurusan pendaftaran tanah.  
Pandangan diatas merupakan 
penjabaran sebagai mana ditegaskan dalam 
ketentuan Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 
bahwa; 
1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak 
atas tanah yang berasal dari konversi 
hak-hak lama dibuktikan dengan alat-
alat bukti mengenai adanya hak tersebut 
berupa bukti-bukti tertulis, keterangan 
saksi dan atau pernyataan yang 
bersangkutan yang kadar kebenarannya 
oleh Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik atau 
                                                          
13
Rivai Baidowi, Kepala kantor Badan 
Pertanahan Nasional Morowali, wawancara pada 
tanggal 11 November 2013.  
oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 
pendaftaran tanah secara sporadik, 
dianggap cukup untuk mendaftar hak, 
pemegang hak dan hak-hak pihak lain 
yang membebaninya; 
2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia 
secara lengkap alat-alat pembuktian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pembukuan hak dapat dilakukan 
berdasarkan kenyataan penguasaan fisik 
bidang tanah yang bersang-kutan selama 
20 (dua puluh) tahun atau lebih secara 
ber-turut-turut oleh pemohon 
pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya, dengan syarat :  
a. penguasaan tersebut dilakukan 
dengan itikad baik dan secara terbuka 
oleh yang bersangkutan sebagai yang 
berhak atas tanah, serta diperkuat 
oleh kesaksian orang yang dapat 
dipercaya;  
b. penguasaan tersebut baik sebelum 
maupun selama pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 tidak dipermasalahkan oleh 
masyarakat hukum adat atau 
desa/kelurahan yang bersangkutan 
ataupun pihak lainnya. 
Hak kepemilikan tanah dalam hukum 
adat hamper semuanya tidak mempunyai 
alat bukti bagi pemiliknya, sehingga hak 
milik atas tanah menurut hukum adat 
tentunya tidak mempunyai data-data atau 
bukti tertulis yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan pendaftarannya. Apalagi hak 
penguasaan tanah-tanah di Kabupaten 
Morowali bagian terbesarnya merupakan 
hak penguasaan yang berdasar hukum adat 
setempat. Sehingga semua penguasaan 
tanah tidak mempunyai legalitas yang 
disyaratkan dalam pendaftaran tanah 
menurut peraturan perundang-undangan 
berlaku. Sebagaimana ditegaskan Firdaus 
seorang pemilik tanah pekarangan dan 
tanah sawah; bahwa  
“Kalau tanah saya mau disertifitkan 
diharuskan adanya syarat-syarat bukti 
milik sebagai dasar dilakukan 
pembuatan sertifikat, tetapi karena sejak 
puluhan tahun saya tempati mencari 
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nafkah tidak ada surat sama sekali 
termasuk SPPT pajak, dan selama ini 
tidak ada yang mengaku bahwa tanah 
saya ini tanah milik mereka. Tanah ini 
merupakan pembukaan hutan langsung 
beberapa puluh tahun lalu, sehingga 
tidak ada suratnya sama sekali”14. 
Sementara hambatan lain yang juga 
dihadapi bagian terbesar masyarakat belum 
faham proses ataupun prosedur pelaksanaan 
pendaftaran tanah, kerena kekurangan 
akses terhadap kekuasaan serta belum 
memahami secara mendasar arti penting 
dari pendaftaran tanah (arti penting dan 
fungsi sertifikat). Hal ini dapat dimaklumi 
mengingat wilayah Kabupaten Morowali 
maerupakan Kabupaten yang masih relatif 
baru berdiri, sehingga prilaku 
masyarakatnya terhadap kepastian hukum 
masih rendah dan masih sangat fanatisme 
dengan kebiasaan menurut hukum adatnya. 
Mengingat sebelum terbentuknya 
pemerintahan Kabupaten Morowali 
sangatlah kurang terjadi sengketa hak atas 
tanah. Berbeda hal dengan kondisi saat ini 
dimana pembangunan yang sangat pesat 
dalam membenahi imprasuktur 
pemerintahan dengan kebutuhan tanah yang 
tinggi membuat nilai tanah semakin tinggi 
pula. Juga hambatan/Kendala yang sifatnya 
menyeluruh adalah kurangnya pengetahuan 
masyarakat akan arti pentingnya melakukan 
pendaftaran hak atas tanah yang dimiliki, 
disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai 
hal tersebut. 
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Proses pendaftaran tanah secara sporadik 
dapat dilaksanakan dengan mengajukan 
permohonan langsung kepada kantor 
pertanahan pada loket pendaftaran dengan 
membayar biaya administrasi serta 
menyerahkan (melampirkan) persyaratan 
antara lain surat ketarangan penguasaan 
tanah/surat Penyerahan , surat pernyataan 
ahli waris, foto kopy KTP, foto kopy kartu 
                                                          
14
Firdaus pemilik tanah pekarangan dan tanah 
sawah, wawancara pada tanggal Desember 2013. 
kluarga, foto kopy SPPT dan PBB dua 
tahun berjalan, materai Rp. 6.000,- serta 
surat permohonan format dari kantor 
pertanahan. Jika hal ini terpenuhi secara 
keseluruhan, maka berkas akan diproses 
pada loket lain untuk proses lebih lanjut 
sampai diterbit dan sertifikat diserahkan 
kepada pemohon dalam jangka waktu 
kurang lebih 3 bulan.  
2. Hambatan yang dihadapi kantor pertanahan 
Kabupaten Morowali dalam pendaftaran 
tanah secara sporadik, dapat sebagai 
hambatan internal dan eksternal. Hambatan 
internal karena hambatan yang terjadi 
dalam kantor pertanahan sendiri, seperti 
keterbatasan sumber daya manusia, kendala 
biaya dalam melaksanakan pembiayaan 
pendaftaran secara sistematik dan lain 
sebagainya. Sementara kendala internal 
yang dihadapi berasal dari masyarakat 
sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanahnya. Hambatan itu terdiri 
dari tidak adanya surat-surat yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan 
pendaftarannya, dan kurangnya akses atau 
pengetahuan masyarakat akan prosesdural 
pelaksanaan pendaftaran tersebut.  
B. Saran 
1. Kantor badan pertanahan Morowali harus 
banya melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat, khusunya dimasyarakat yang 
termarginalkan, sehingga prosedur 
permohonan pendaftaran tanah dapat 
mereka ketahui. Belum terealisasikannya 
pelaksanaan pendaftaran tanah karena 
terdapatnya kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaannya, khususnya masih 
banyaknya masyarakat yang belum 
mengetahui prosedur pendaftaran tanah. 
Dengan diketahuinya secara baik cara-cara 
melakukan permohonan pendaftaran tanah, 
maka masyarakat akan terdorong untuk 
mendaftarankan tanahnya. Masyarakat pada 
umumnya tidak mempunyai persyaratan 
yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah, 
sehingga dengan adanya sosialisasi 
kekurangan-kekurangan tersebut dapat 
dipenuhi oleh masyarakat. 
2. Agar supaya hambatan yang dihadapi 
badan pertanahan Morowali sebagai 
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pelaksana pendaftaran tanah dapat segera 
diatasi, sebaiknya prasarana dan sarana 
dibenahi sesuai kebutuhan serta dalam 
penerimaan pegawai disesuaikan pula 
dengan kebutuhan dan kesesuaian bidang 
keahliannya. Sehingga ketika menjadi 
pegawai pada kantor pertanahan sudah 
dapat menjalankan tugas dan fungsi yang 
ditempati pada jobnya. Jangan penerimaan 
calon pegawainya berdasarkan hubungan 
kekerabatan tanpa ketrampilan yang 
dibutuhkan. 
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